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PRAKATA

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri perbankan syariah 
kini menghadapi tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebe-
lumnya. Buku ini hadir sebagai panduan untuk memahami dinamika dan 
kompleksitas yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam konteks kema-
juan teknologi finansial. Penulis berusaha memberikan wawasan mendalam 
mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dan beradaptasi 
dengan munculnya fenomena pinjaman online (pinjol) serta judi online 
(judol).

Pinjaman online dan judi online telah memperkenalkan cara baru dalam 
mengakses layanan keuangan, menawarkan kemudahan serta kecepatan 
yang sebelumnya sulit dicapai. Namun, kemudahan ini juga datang dengan 
risiko dan tantangan, seperti potensi penipuan, bunga yang tidak wajar, 
serta dampak negatif terhadap keuangan individu. Buku ini menganalisis 
bagaimana perbankan syariah dapat menangani masalah-masalah ini dengan 
tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan 
transparansi dalam transaksi keuangan.

Selain itu, penulis mengeksplorasi bagaimana perbankan syariah 
dapat berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk menye-
diakan alternatif yang lebih aman serta beretika dibandingkan dengan 
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pinjaman konvensional. Dengan menggunakan pendekatan berbasis syariah, 
perbankan syariah berupaya menghadirkan solusi keuangan yang tidak 
hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman 
yang lebih baik tentang bagaimana perbankan syariah dapat mengatasi 
tantangan zaman modern dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk 
meningkatkan layanan keuangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 
syariah. Semoga buku ini memberikan wawasan berharga dan mendorong 
diskusi lebih lanjut tentang masa depan perbankan syariah dalam era digital 
yang terus berkembang.
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BAB I
KONSEP DASAR PERBANKAN

Sejarah Perbankan di Indonesia
Sejarah perbankan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1827 dengan 
pendirian De Javasche Bank. Meski merupakan bank swasta, pemerintah 
Hindia Belanda memberikan izin kepada bank ini untuk mencetak dan 
mengedarkan uang kertas serta uang logam di wilayah yang dulu dikenal 
sebagai Hindia Belanda. Akibatnya, pengelolaan bank harus mendapatkan 
persetujuan dari pemerintah Belanda (Hasan, 2014: 8).

Sejarah singkat perbankan Indonesia terbagi menjadi dua periode 
utama. Periode pertama adalah sebelum Perang Dunia II yang mencakup 
perkembangan sistem perbankan hingga awal 1940-an. Pada masa ini, sistem 
perbankan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial 
Belanda. Periode kedua adalah setelah Perang Dunia II, yaitu antara tahun 
1945 dan 1949. Berikut ini penjelasan sejarah perbankan Indonesia dalam 
dua periode (Abdullah, 2018: 4—5).
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1.	 Periode sebelum Perang Dunia II
Sebelum Perang Dunia II, sistem perbankan Indonesia berada di bawah 
pengaruh kolonial Belanda. Bank-bank yang ada saat itu didirikan dan 
dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda dengan fokus utama 
pada kepentingan kolonial. Infrastruktur perbankan pada masa itu 
tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat kontrol 
ekonomi Belanda atas Hindia Belanda. Pada periode ini, terdapat tiga 
bank di Indonesia dengan pemerintahan dan peranan tertentu, ketiga 
bank ini di antaranya sebagai berikut.
a.	 De Javasche Bank

Bank ini didirikan pada 10 Oktober 1827 di bawah pemerintahan 
kolonial Belanda dan memainkan peran utama dalam sistem 
perbankan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, De Javasche 
Bank dinasionalisasi pada 6 Desember 1951 oleh pemerintah 
Republik Indonesia. Bank ini ditetapkan sebagai Bank Sentral 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia, menggantikan peranannya sebagai 
institusi perbankan utama di Indonesia.

b.	 De Algemene Volkscrediet Bank
Bank ini didirikan pada tahun 1934 di Batavia—sekarang Jakarta—
sebagai bagian dari pengembangan sistem perbankan lokal di 
bawah kekuasaan Belanda. Selama penjajahan Jepang, bank ini 
diambil alih dan dioperasikan oleh lembaga kredit Jepang dengan 
nama Syomin Ginko. Setelah kemerdekaan Indonesia, bank ini 
diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terus berfungsi 
sebagai salah satu lembaga perbankan utama di Indonesia.

c.	 De Postpaar Bank
Bank in didirikan pada tahun 1819, De Postpaar Bank awalnya 
beroperasi sebagai bank pos di Hindia Belanda. Dengan berlakunya 
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 tentang Perubahan 
Undang-Undang Postspaarban (Staatsblad 1934 No. 653. 1937 
No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295), bank ini diubah namanya 
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BAB II
MANAJEMEN PERBANKAN

Konsep Manajemen Perbankan
Konsep manajemen perbankan adalah dasar yang sangat penting untuk 
operasional dan strategi lembaga keuangan. Manajemen perbankan menca-
kup serangkaian proses dan keputusan yang bertujuan untuk mengoptimal-
kan kinerja bank, mengelola risiko, serta memenuhi kebutuhan nasabah. 
Dengan memahami prinsip-prinsip dasar manajemen perbankan maka 
dapat lebih menghargai bagaimana bank mengatur sumber daya, merancang 
produk dan layanan, serta menanggapi dinamika pasar dan regulasi. 

Konsep manajemen perbankan memiliki beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan. Menurut Abdullah (2018: 81—91) terdapat aspek pada konsep 
manajemen perbankan.
1.	 Perencaan dan pengembangan organisasi

Pada dasarnya perencanaan dan pengembangan organisasi melibatkan 
pembagian tugas secara logis mulai dari penetapan wewenang yang jelas 
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dan pengukuran kinerja. Bagi bank yang sudah beroperasi, diperlukan 
untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan bisnis saat 
ini. Terdapat beberapa kategori yang perlu diimplementasikan dalam 
perencanaan dan pengembangan organisasi terhadap manajemen 
perbankan, di antaranya sebagai berikut.
a.	 Pengelompokan fungsi

Langkah awal dalam perencanaan organisasi adalah mengelompok-
kan kegiatan bank secara logis. Pengelompokan yang penting adalah 
pemisahan antara fungsi staf dan layanan. Fungsi staf mencakup 
dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada semua divisi 
bank, termasuk manajemen puncak. Layanan staf ini akan lebih 
efisien dan ekonomis jika diorganisasikan secara terpusat.

b.	 Pelimpahan tanggung jawab
Direktur utama bertanggung jawab atas keseluruhan keberhasilan 
bank. Namun, direktur utama biasanya tidak dapat mengelola 
semua tugas secara langsung. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu 
dibagi ke dalam bagian-bagian logis yang sesuai dengan komplek-
sitas bank dan volume bisnisnya. Pembagian ini membantu dalam 
pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

c.	 Garis wewenang
Prinsip dasar manajemen perbankan adalah memberikan wewe-
nang yang cukup agar tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan 
baik. Direktur utama memberikan wewenang kepada bawahannya 
di level komando dan melimpahkan wewenang kepada bawahannya 
masing-masing, sesuai dengan struktur organisasi. Ini memastikan 
bahwa setiap tingkat memiliki kewenangan yang memadai untuk 
melaksanakan tugasnya.

d.	 Lingkup pengawasan 
Efektivitas lingkup pengawasan harus mempertimbangkan berbagai 
faktor. Meskipun penting untuk menjaga wewenang pada tingkat 
praktis minimum, pembatasan ini harus sesuai dengan kemampuan 
setiap level dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kemampuan 
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BAB III
LEMBAGA PENUNJANG PERBANKAN

Kliring
Kliring memegang peran penting dalam sistem keuangan. Kliring meru-
pakan proses penyelesaian transaksi keuangan antarbank yang melibatkan 
pertukaran surat berharga, cek, dan instrumen keuangan lainnya. Memahami 
kliring dan regulasinya sangat penting untuk memastikan efisiensi serta 
keamanan dalam transaksi perbankan.

Kliring adalah proses penyelesaian utang-piutang antarbank dengan 
menukar warkat di lembaga kliring. Proses ini melibatkan penagihan cek 
dan bilyet giro, di mana bank-bank saling menyerahkan dokumen-doku-
men yang perlu dikliringkan. Sistem kliring memfasilitasi pengolahan dan 
penyelesaian transaksi pembayaran secara efisien antara lembaga keuangan, 
memastikan bahwa dana yang terlibat dalam transaksi tersebut diselesaikan 
secara akurat dan tepat waktu (Kasmir, 2012: 172).
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Sementara itu, dalam pendapat lain klarifikasi adalah metode untuk 
menyelesaikan utang-piutang melalui penggunaan instrumen keuangan, 
seperti surat berharga atau surat dagang yang dilakukan oleh bank-bank 
peserta. Proses ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain 
yang ditunjuk (Ismail, 2018: 159).

Kliring memiliki peran krusial dalam sistem perbankan karena ia 
memastikan bahwa proses penyelesaian utang-piutang antara bank-bank 
peserta berlangsung dengan lancar dan tepat. Melalui kliring, Bank Indonesia 
bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi transaksi ini 
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam sistem 
keuangan.

Selain itu, proses ini juga berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahan 
dan ketidakakuratan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem perbankan. 
Berikut ini beberapa tujuan dari kliring (Kasmir, 2014: 173).
1.	 Untuk meningkatkan dan mempermudah aliran pembayaran giral an-

tar-bank di seluruh Indonesia.
2.	 Agar proses penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan dengan lebih 

mudah, aman, dan efisien.
3.	 Sebagai bentuk pelayanan bank kepada nasabah, terutama dalam hal 

meningkatkan keamanan transaksi dan mengurangi biaya.
Sementara itu, dalam kliring terdapat pejelasan mengenai peserta kliring. 

Peserta kliring terdiri dari berbagai bank, termasuk bank umum, bank 
syariah, dan bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia. Setiap bank 
berperan dalam mengirimkan dan menerima instrumen keuangan seperti 
cek serta wesel untuk menyelesaikan utang-piutang antarbank. 

Terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam 
pembahasan peserta kliring, di antaranya sebagai berikut (Abdullah, 2018: 126).
1.	 Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai de-

ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	 Mengirimkan laporan mengenai data kliring mingguan, bersama 

dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang 
mengawasi wilayah kliring tersebut.
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BAB IV
SUMBER HUKUM PERBANKAN

Definisi Hukum Perbankan
Hukum perbankan (banking law) merujuk pada kumpulan peraturan hukum 
yang mengatur seluruh aktivitas lembaga keuangan bank. Hukum perbankan 
ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi esensi maupun eksistensi lembaga 
perbankan, serta bagaimana lembaga tersebut berhubungan dengan bidang 
kehidupan lainnya.

Hukum perbankan adalah seperangkat aturan hukum yang mencakup 
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum 
lainnya. Aturan ini mengatur berbagai aspek terkait lembaga perbankan, 
termasuk operasional sehari-hari, serta pedoman yang harus dipatuhi oleh 
bank. 

Dalam hal ini juga mencakup tata kelola perilaku petugas bank, serta 
hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam 
konteks perbankan. Hukum perbankan memastikan bahwa semua kegiatan 
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bank dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga integritas, 
dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (Gusmansyah, 
2019: 9—10).

Terdapat beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dari hukum 
perbankan, berikut ini beberapa peraturan dari hukum perbankan (Gazali, 
2012: 1).
1.	 Asas-asas perbankan mencakup prinsip-prinsip dasar, seperti efisiensi, 

efektivitas, kesehatan bank, serta hubungan antara hak dan kewajiban 
bank. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa operasional bank ber-
langsung dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan standar 
kesehatan perbankan, serta memperjelas hak dan kewajiban yang ha-
rus dipenuhi oleh bank.

2.	 Pelaku dalam sektor perbankan terdiri dari dewan komisaris, direksi, 
karyawan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hukum perbankan juga 
mengatur bentuk badan hukum pengelola bank, seperti perseroan 
terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi. Selain itu, bentuk kepemi-
likan bank dapat berupa milik pemerintah, swasta, patungan dengan 
pihak asing, atau merupakan bank asing itu sendiri.

3.	 Kaidah-kaidah perbankan dirancang untuk melindungi kepentingan 
umum dari praktik-praktik yang merugikan dalam sektor perbankan. 
Ini termasuk pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan 
terhadap nasabah, dan pengaturan lain yang bertujuan menjaga 
keadilan serta transparansi dalam kegiatan perbankan.

4.	 Struktur organisasi dalam sektor perbankan diatur untuk memasti-
kan keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga penting, seperti dewan 
moneter serta bank sentral. Aturan ini mencakup pengaturan tentang 
bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi dan berinteraksi 
dalam sistem perbankan.

5.	 Aturan perbankan juga berfokus pada pengamanan pencapaian tujuan 
bisnis bank melalui berbagai mekanisme. Ini meliputi pengadilan, 
sanksi insentif, dan pengawasan untuk memastikan bahwa bank 
beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mematuhi 
peraturan yang berlaku.
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BAB V
PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH

Sejarah Perbankan Syariah di Dunia dan Indonesia
Dalam dunia keuangan global yang terus berkembang, perbankan syariah 
muncul sebagai alternatif yang mengutamakan prinsip-prinsip Islam. 
Sistem ini menawarkan solusi keuangan berdasarkan keadilan, keseim-
bangan, dan kesejahteraan bersama. Selain pertumbuhannya yang pesat, 
perbankan syariah juga memiliki sejarah panjang yang menarik untuk 
diteliti (Misno, 2023: 36).

Perbankan syariah telah menarik perhatian global sebagai sistem 
keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, dan saat ini banyak 
negara di berbagai belahan dunia terlibat dalam praktik ini. Negara-negara 
ini mengadopsi perbankan syariah karena nilai-nilai keadilan, transparansi, 
dan etika yang ditawarkannya untuk memperkuat sistem keuangan serta 
ekonomi mereka. Perbankan syariah kini menjadi bagian integral dari 
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lanskap keuangan global. Berikut ini sejarah perbankan syariah yang meli-
batkan beberapa negara-negara (Hasan, 2014: 95—98).
1.	 Pakistan

Pakistan merupakan pelopor perbankan syariah. Pada Juli 1979 negara 
ini menghapuskan bunga dari tiga institusi, yaitu National Investment 
(Unit Trust), House Building Finance Corporation, dan Mutual Funds 
of the Investment Corporation of Pakistan. Pada 1981, dengan adanya 
Undang-Undang Perusahaan Mudarabah dan Murabahah, lebih dari 
700 cabang bank komersial mulai menerapkan sistem bagi hasil. Pada 
awal 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan sepenuhnya beralih ke 
sistem perbankan syariah.

2.	 Mesir
Faisal Islamic Bank adalah bank syariah pertama di Mesir yang mulai 
beroperasi pada Maret 1978. Pada tahun 1986, bank ini mencapai total 
aset sekitar dua miliar dolar AS dengan keuntungan sekitar 106 juta dolar 
AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat Islamic International Bank for 
Investment and Development yang juga menggunakan prinsip syariah 
dan menawarkan berbagai produk keuangan.

3.	 Siprus
Faisal Islamic Bank of Kibris mulai beroperasi pada Maret 1983 dan 
mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation dengan cabang di 
Siprus serta Istanbul. Dalam 10 bulan pertama, bank ini melaksanakan 
pembiayaan menggunakan skema murabahah senilai sekitar TL 450 
juta. Bank ini juga menyediakan pembiayaan dengan skema musyarakah 
dan mudarabah serta aktif mengumpulkan tabungan melalui kantor 
kas keliling.

4.	 Kuwait
Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan langsung mene-
rapkan sistem tanpa bunga. Dalam dua tahun, dana masyarakat yang 
terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta dan pada akhir tahun 
1985, total aset mencapai KD 803 juta dengan keuntungan bersih sebesar 
KD 17 juta.
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BAB VI
PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH

Kredit
Kredit berasal dari kata Latin, credere yang berarti percaya atau mempercayai. 
Istilah ini mencerminkan bahwa dalam pemberian kredit, terdapat elemen 
kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Bank memper-
cayai nasabah untuk menggunakan fasilitas kredit secara bijaksana dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, pemberian kredit 
melibatkan keyakinan bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya dan 
memanfaatkan dana yang diberikan untuk tujuan yang produktif serta 
bertanggung jawab (Andrianto, 2020: 1).

Dasar utama dari kredit adalah kepercayaan. Dalam perspektif ekonomi, 
kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, di mana pengembalian 
uang atau barang tidak dilakukan bersamaan dengan penerimaan awal, tetapi 
dijadwalkan untuk dilakukan pada waktu tertentu di masa depan. Artinya, 
ketika seseorang menerima dana atau barang melalui kredit, pembayaran 
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kembali tidak dilakukan langsung pada saat penerimaan, melainkan pada 
periode waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Kata kredit mengandung berbagai makna dan unsur yang saling terkait. 
Dengan demikian, membahas kredit juga berarti mempertimbangkan 
elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Berikut adalah unsur-unsur 
yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit (Kasmir, 2012: 114).
1.	 Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa uang, 
barang, atau jasa yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati. Kepercayaan ini menjadi dasar 
utama dalam pencairan kredit oleh bank. Sebelum kredit disetujui, bank 
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi nasabah, baik dari 
sisi internal maupun eksternal untuk menilai kesungguhan dan itikad 
baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

2.	 Kesepakatan
Kredit melibatkan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima 
kredit yang dituangkan dalam perjanjian resmi. Perjanjian atau akad 
kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak serta harus 
ditandatangani sebelum kredit dapat dicairkan. Kesepakatan ini memas-
tikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui syarat-syarat 
kredit.

3.	 Jangka waktu
Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup periode 
pembayaran kembali. Jangka waktu ini dapat berupa jangka pendek 
(kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu—tiga tahun), atau 
jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Jangka waktu ini menentukan 
batas waktu untuk melunasi kredit sesuai kesepakatan antara bank dan 
nasabah.

4.	 Risiko
Jangka waktu kredit membawa risiko ketidakmampuan pembayaran 
atau kredit macet. Semakin panjang jangka waktu, semakin besar risiko 
yang mungkin timbul, baik dari faktor yang disengaja oleh nasabah 
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BAB VII
PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF  

SYARIAH ISLAM

Definisi Pinjaman Online dalam Perspektif  
Syariah Islam
Secara etimologi, qardh berasal dari kata al-qathu yang berarti memo-
tong atau menggunting. Dalam hal ini, al-qathu merujuk pada harta yang 
diberikan kepada debitur sebagai potongan dari harta pemberi pinjaman. 
Sementara itu, menurut Imam Syafi’i qardh adalah sesuatu yang diberikan 
kepada orang lain dengan kewajiban untuk dikembalikan pada waktu yang 
telah ditentukan (Abdulrahman, 2020: 60).

Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad atau perjanjian untuk 
memberikan manfaat dari benda yang halal antara individu atau kelompok. 
Aktivitas pinjam-meminjam dianggap halal selama tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, pinjam-meminjam dapat menjadi 

81



haram jika digunakan untuk tujuan yang melanggar syariah atau melaku-
kan kemaksiatan. Dengan kata lain, syarat kehalalan pinjam-meminjam 
bergantung pada kesesuaiannya dengan aturan dan etika yang ditetapkan 
dalam ajaran Islam.

Sejak era digital banyak aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan, 
beralih dari offline ke online. Pinjaman online atau pinjol adalah salah satu 
contoh perubahan ini. Otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat bahwa pada 
Juni 2022, terdapat 102 platform fintech peer-to-peer lending yang menyalur-
kan pembiayaan sebesar Rp20,67 triliun, meningkat 39,73% dibandingkan 
Juni 2021. Angka ini menunjukkan bahwa pinjaman online semakin populer 
dan banyak digunakan di masyarakat.

Menurut Yudiviantho (2010: 15—16) pinjaman online adalah layanan 
keuangan yang berkembang berkat kemajuan teknologi dalam perekono-
mian. Sebagai bagian dari teknologi finansial (fintech), pinjaman online 
memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk, layanan, dan model 
bisnis baru dalam sistem keuangan. Hal ini berdampak pada berbagai aspek, 
seperti stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, 
keamanan, dan pengendalian sistem pembayaran. 

Pinjaman online menawarkan syarat yang mudah dan proses pencairan 
yang cepat. Untuk mengajukan pinjaman, biasanya Anda hanya perlu meng-
unggah foto dokumen, seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, SIM, nomor 
telepon, dan rekening bank. Pembayaran pinjaman juga bisa dilakukan 
dengan mudah, baik melalui transfer bank maupun di minimarket, seperti 
Indomaret atau Alfamart. Terdapat tiga cara umum yang digunakan dalam 
transaksi pinjaman online sebagai berikut (Istiqamah, 2019: 309).
1.	 Mengisi informasi dan syarat

Calon peminjam perlu mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi 
yang dibutuhkan dalam aplikasi. Dokumen yang biasanya diperlukan 
meliputi KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP. Proses ini bertujuan 
untuk memverifikasi identitas peminjam.
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BAB VIII
JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF  

SYARIAH ISLAM

Definisi dan Ruang Lingkup Perjudian
Perjudian telah menjadi masalah sosial yang dikenal sepanjang sejarah dan 
ada di berbagai masyarakat sejak zaman kuno. Sebagai salah satu bentuk 
permainan tertua di dunia, perjudian dikenal di hampir semua negara dan 
sering kali dipandang sebagai permainan yang bergantung pada keberun-
tungan. Masalah ini menjadi signifikan karena dampaknya yang negatif 
terhadap kepentingan nasional, terutama pada generasi muda yang cende-
rung malas bekerja. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk 
pembangunan sering kali justru dialihkan ke aktivitas perjudian. Hal ini 
menunjukkan betapa seriusnya dampak perjudian terhadap masyarakat.

Perjudian adalah fenomena yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat 
dan telah ada di Indonesia sejak dahulu. Praktik perjudian sudah lama 
menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi 
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dan sosial berperan penting dalam perkembangan perjudian. Seiring dengan 
perkembangan zaman, perjudian kini bisa dilakukan melalui berbagai meka-
nisme dan bentuk. Secara umum, perjudian dipandang sebagai sebuah 
kejahatan (Oktaviyani, 2018: 1).

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah membawa 
perubahan besar dalam sepuluh tahun terakhir. Teknologi ini telah mendo-
rong pertumbuhan bisnis yang pesat dengan mempermudah penyajian 
informasi secara canggih dan akses yang mudah. Pemanfaatan teknologi 
telekomunikasi memungkinkan transaksi bisnis tanpa perlu bertemu lang-
sung. Kondisi ini menandai dimulainya era siber. Dalam dunia perjudian, 
kemajuan teknologi telah memungkinkan akses melalui platform digital 
yang dikenal sebagai judi online.

Judi online saat ini sangat populer karena menyediakan berbagai jenis 
permainan yang mudah diakses dan bisa dimainkan di berbagai lokasi, 
seperti kantor, rumah, kafe, dan tempat lainnya. Dengan hanya menggu-
nakan laptop atau smartphone, permainan ini dapat dilakukan kapan saja. 
Perkembangan pesat internet mendukung pertumbuhan bisnis perjudian 
online karena semakin banyak situs judi yang menawarkan beragam perma-
inan yang mudah ditemukan dan diakses di internet. Fenomena ini menun-
jukkan hubungan erat antara kemajuan teknologi dan peningkatan dalam 
dunia perjudian online (Jupiter, 2017: 4).

Beragam jenis permainan judi online dirancang untuk menghindari 
kebosanan dan menarik minat pemain. Berikut ini adalah contoh jenis judi 
online yang tersedia (Jupiter, 2017: 58).
1.	 Poker online

Poker online adalah versi digital dari permainan kartu poker yang terke-
nal. Pemain dapat berkompetisi melawan orang lain melalui internet 
dengan berbagai varian, seperti texas hold’em dan omaha. Platform 
poker online menyediakan meja dan turnamen dengan berbagai taruhan, 
memungkinkan pemain dari seluruh dunia untuk bergabung. Permainan 
ini menggabungkan strategi, keterampilan, dan keberuntungan.
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2.	 Togel online
Togel online adalah permainan tebak angka yang memungkinkan 
pemain memilih kombinasi angka untuk menebak hasil undian. Pemain 
dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan togel yang 
tersedia di situs online. Keuntungan dari togel online adalah kemudahan 
akses dan beragam pilihan permainan dengan hadiah yang bervariasi. 
Hasil undian biasanya diumumkan secara langsung atau dalam waktu 
tertentu.

3.	 Kasino online
Kasino online menawarkan berbagai permainan judi dalam format digi-
tal, seperti slot, roulette, dan blackjack. Pemain dapat mengakses perma-
inan kasino dari rumah menggunakan komputer atau smartphone. 
Kasino online sering memberikan bonus dan promosi untuk menarik 
pemain baru. Keuntungan dari kasino online adalah kenyamanan dan 
akses ke berbagai permainan dari berbagai penyedia.

4.	 Taruhan bola online
Taruhan bola online melibatkan memasang taruhan pada hasil pertan-
dingan sepak bola dari berbagai liga dan turnamen. Pemain dapat 
memilih berbagai jenis taruhan, seperti hasil akhir, jumlah gol, atau 
pemain yang mencetak gol. Situs taruhan bola online menyediakan infor-
masi terkini dan odds untuk membantu pemain membuat keputusan. 
Taruhan ini menawarkan pengalaman interaktif dan peluang untuk 
memenangkan uang berdasarkan pengetahuan olahraga.

Setiap jenis judi online yang disebutkan sangat populer dan memiliki 
banyak penggemar. Namun di antara keempat jenis tersebut, judi bola online 
adalah yang paling banyak dimainkan, terutama di Indonesia karena potensi 
keuntungan besar yang ditawarkannya. Peningkatan popularitas judi online 
dapat menyebabkan beberapa pemain menjadi pecandu. 

Ketika kalah dalam permainan, mereka mungkin kehilangan uang 
taruhan dan mencari cara untuk mendapatkan modal tambahan. Untuk 
mendapatkan kembali modal, beberapa pemain mungkin terpaksa menggu-
nakan uang yang tersisa atau bahkan melakukan tindakan kriminal seperti 
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pencurian. Hal ini menunjukkan dampak negatif dari judi online yang dapat 
merusak masyarakat.

Faktor Penyebab Judi Online
Perjudian online semakin umum dilakukan melalui situs web atau aplikasi 
yang terhubung dengan internet. Semua proses transaksi, dari deposit hingga 
penarikan uang hasil perjudian yang dilakukan secara online. Bank juga terli-
bat dalam sistem ini, memfasilitasi transaksi keuangan karena prosesnya yang 
mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini menjadikan perjudian 
online semakin mudah diakses dan tersebar luas.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian kini dapat dilakukan 
melalui berbagai mekanisme dan bentuk. Perjudian online yang memanfaat-
kan internet, termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya atau cybercrime. 
Istilah cybercrime merujuk pada tindakan kejahatan yang terkait dengan 
ruang maya dan penggunaan komputer. Beberapa ahli menganggap cyber-
crime dan kejahatan komputer sebagai hal yang sama, sementara yang lain 
membedakannya (Dikdik, 2005).

Perjudian online telah menjadi fenomena yang berkembang pesat, dipicu 
oleh sejumlah faktor penyebab utama. Kemajuan teknologi dan akses mudah 
ke internet membuat perjudian online semakin menarik serta mudah diakses 
dari mana saja dan kapan saja. Promosi agresif oleh penyedia layanan judi 
juga berperan dalam menarik perhatian banyak orang. Selain itu, faktor 
sosial dan ekonomi, seperti kebutuhan akan hiburan serta keinginan untuk 
mendapatkan keuntungan cepat, mendorong individu untuk terlibat dalam 
judi online. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengatasi dampak 
negatif dari perjudian online secara efektif.

Berdasarkan pendapat Sopalatu (2017: 18—20) terdapat beberapa faktor 
utama yang memengaruhi perilaku berjudi. Faktor-faktor ini berperan 
signifikan dalam membentuk dan memengaruhi perilaku berjudi, antara 
lain sebagai berikut.
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1.	 Faktor keimanan
Di banyak wilayah Indonesia, nilai-nilai agama sering kali terkikis 
sehingga ketakwaan kepada Tuhan menjadi lemah. Hal ini sering 
membuat pemeluk agama melakukan tindakan yang merugikan diri 
sendiri dan orang lain. Tanpa landasan aturan agama, seseorang mung-
kin tidak merasa terhalang untuk berjudi, tidak mempertimbangkan 
dampak negatifnya. 

2.	 Faktor sosial dan ekonomi
Bagi mereka yang memiliki status sosial dan ekonomi rendah, perjudian 
sering dianggap sebagai cara untuk memperbaiki taraf hidup. Harapan 
akan keuntungan cepat membuat mereka tertarik untuk berjudi, meski-
pun risiko kerugian juga sangat tinggi.

3.	 Faktor situasional
Situasi yang memicu perilaku berjudi meliputi tekanan dari teman 
atau kelompok serta strategi pemasaran dari penyelenggara perjudian. 
Tekanan dari kelompok sosial bisa membuat seseorang merasa terpaksa 
ikut berjudi. Di sisi lain, pemasaran yang menonjolkan kemenangan 
membuat calon penjudi percaya bahwa kemenangan adalah hal yang 
mudah dicapai, padahal kenyataannya peluangnya sangat kecil.

4.	 Faktor belajar
Faktor belajar berperan besar dalam perilaku berjudi, terutama dalam 
keinginan untuk terus berjudi. Pengalaman positif yang menyenangkan 
dari berjudi sering kali terekam dalam ingatan dan mendorong individu 
untuk mengulanginya. Ini sesuai dengan teori penguatan yang menya-
takan bahwa perilaku yang diikuti dengan hadiah atau pengalaman 
menyenangkan akan cenderung diperkuat dan diulang.

5.	 Faktor persepsi tentang kemenangan
Persepsi tentang peluang kemenangan memengaruhi keputusan untuk 
berjudi. Banyak penjudi memiliki pandangan yang keliru mengenai 
kemungkinan menang, merasa yakin akan kemenangan meskipun pelu-
angnya kecil. Keyakinan ini sering kali merupakan ilusi yang didasarkan 
pada evaluasi subjektif dan situasi yang tidak menentu, mendorong 
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mereka untuk terus berjudi dengan harapan bahwa kemenangan akan 
datang di kesempatan berikutnya.

Faktor-faktor penyebab judi online melibatkan berbagai aspek sosial, 
ekonomi, dan persepsi pribadi. Status sosial dan ekonomi yang rendah 
sering kali mendorong individu untuk berjudi sebagai cara cepat untuk 
memperbaiki keadaan mereka. Tekanan dari lingkungan sosial serta metode 
pemasaran yang menonjolkan kemenangan besar juga memengaruhi keter-
libatan dalam perjudian. 

Judi dalam Perspektif Hukum Syariah Islam
Dalam perspektif hukum syariah Islam, perjudian dipandang sebagai 
praktik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan 
kesejahteraan. Islam menganggap perjudian sebagai bentuk ketidakpastian 
yang dapat merugikan individu dan masyarakat, serta menimbulkan keru-
gian finansial dan sosial. Dampak negatif perjudian mencakup gangguan 
pada stabilitas mental dan spiritual sehingga tidak sesuai dengan ajaran 
Islam yang menekankan integritas serta moralitas.

Judi atau yang dikenal sebagai al-maysir dalam bahasa Arab dan 
gambling dalam bahasa Inggris adalah permainan yang melibatkan taruhan 
uang atau harta. Dalam permainan ini, peserta mempertaruhkan sejumlah 
uang atau harta dengan harapan mendapatkan kembali nilai yang sama atau 
lebih. Judi bergantung pada unsur kebetulan, di mana hasil permainan tidak 
bisa diprediksi dengan pasti. Tujuan dari judi adalah untuk memperoleh 
keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan. Dengan kata lain dalam 
judi, pemenang berhak mendapatkan taruhan yang dipertaruhkan dalam 
permainan tersebut (Sopalatu, 2017: 32).

Dalam hukum Islam, judi atau al-maysir dianggap sebagai aktivitas 
yang haram atau dilarang. Hal ini dikarenakan judi melibatkan unsur 
spekulasi dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip keadilan 
serta kepastian dalam transaksi. Dalam Al-Qur’an, judi dilarang karena 
dapat menyebabkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan serta 
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menciptakan ketidakadilan di antara individu. Berikut ini ayat-ayat 
Al-Qur’an yang memberikan dasar hukum judi (Ma`u, 2016).

اسِۖ  مَنَافِعُ لِلنَّ بِيْرٌ وَّ
َ
مٌ ك

ْ
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 ۙ
َ

رُوْن
َّ
ك

َ
مْ تَتَف

ُ
ك

َّ
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ْ
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ُ
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َ
ُ ل ّٰ
نُ الل يُبَيِّ

Artinya: ”Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) 
dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa 
manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada 
manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka 
infakkan. Katakanlah, (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang 
diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 
kamu berpikir. Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang 
memabukkan.” (Q.S. Al-Baqarah: 219)
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َ
يْطٰنِ ف نْ عَمَلِ الشَّ مِّ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, 
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah 
adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah 
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah: 90)
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ْ
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Artinya: ”Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta 
(bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) 
salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Q.S. Al-Maidah: 91)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 
dan Surat Al-Ma’idah ayat 90 serta 91 dapat disimpulkan bahwa judi adalah 

Bab VIII

95



BAB IX
STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM  

MENGATASI PINJOL DAN JUDOL

Pengembangan Fintech 
Strategi adalah rencana komprehensif dan terintegrasi yang menghubungkan 
kekuatan strategis perusahaan dengan isu-isu lingkungan untuk mencapai 
tujuan utama perusahaan, serta diwujudkan melalui pelaksanaan strategi 
yang efektif. Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
proses atau cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan 
usaha yang sadar, terencana, dan terarah. 

Upaya untuk menciptakan atau memperbaiki produk agar lebih berman-
faat dan berkualitas tinggi. Strategi pengembangan melibatkan serangkaian 
tindakan yang diambil perusahaan untuk memperbaiki produk dan jasa, di 
mana pemasar berperan penting dalam proses ini bersama divisi lainnya.
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Fintech singkatan dari financial technology atau teknologi finansial 
yang merujuk pada penerapan teknologi modern dalam sektor keuangan. 
Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) di Dublin Irlandia, 
fintech didefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang berarti 
penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan finansial. 
Teknologi fintech mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk pemba-
yaran, investasi, peminjaman, transfer dana, perencanaan keuangan, dan 
perbandingan produk keuangan (Ernama, 2017: 2).

Financial technology (fintech) adalah transformasi dari model bisnis tradi-
sional dengan menggabungkan layanan keuangan dan teknologi. Dengan 
demikian, fintech tidak hanya mempermudah proses transaksi keuangan, 
tetapi juga mempercepatnya. Dampak signifikan dari fintech terlihat pada 
perubahan sistem pembayaran masyarakat dan dukungannya terhadap 
perusahaan start-up. Teknologi ini membantu start-up mengurangi biaya 
modal dan operasional yang tinggi di tahap awal pengembangan mereka.

Dalam pengembangan fintech terdapat enam jenis fintech yang perlu 
untuk di pahami dan diketahui sebagai berikut (Pambudi, 2019: 75—76).
1.	 Manajemen aset

Manajemen aset adalah sistem pengelolaan pengeluaran yang mening-
katkan praktikalitas dan efisiensi usaha. Platform seperti Jojonomic 
memungkinkan pengurangan penggunaan kertas dengan menggantikan 
pencatatan manual pengeluaran dengan aplikasi digital. Aplikasi ini 
mempermudah proses persetujuan pengeluaran dan membuat penca-
tatan lebih terorganisir.

2.	 Crowd funding
Crowd funding adalah platform yang mengumpulkan dana untuk 
disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti korban 
bencana, penggalangan dana untuk proyek kreatif, dan lainnya. Platform 
ini memfasilitasi penggalangan dana dengan contoh, seperti KitaBisa, 
Wujudkan, AyoPeduli, Crowdtivate, Gandengtangan, dan Carincara.
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